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Abstract

To realize smart political participation and have Body integrity to Unity of Nation
and Politics have to play its role as government agency to be target of which is dreamed
of is immediately reached. Role represent attitude consciously which must be taken by
governance institution to reach for especial target, policy, and or actions into
related/relevant inwroughtly. Formula of is Problem of the taken is How Effort Body
Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis In Realizing Smart Participation
and have Integrity to year 2018 and What becoming factor resistor of Body Unity of
Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis In Realizing Smart Participation and have
Integrity to year 2018.

Intention of this first research for the mendeskripsikan of Role Of Body Unity of
Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis in realizing Smart Political participation
and have Integrity to year 2018. Secondly to know factors pursuing Political participation
storey;level exist in Sub-Province of Bengkalis. Method Research the used is Research
Qualitative. this Descriptive Type Research Qualitative. this Location Research in Body
Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis. Technique data collecting by
Observation, Interview, bibliography study and of study documentation. Technique
analyse data by data discount, presentation of data verification and data.

Result of from research show it him to realize smart participation and have
integrity to use poin beberarapa Role of Government of public road which must by Body
Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis. Governmental Perann as
Exponent of yaiu by running to shar workplan which have been specified by Body Unity
of Nation and Politics like: Monitoring General election of Governor of Riau and
Socialization To Society at General election of Governor of Riau and Role of Government
as executor alone by resource mengoptimalisasi like Human Resource, Resource of
Finansial and facilities and basic facilities. For the factor of resistor in realizing smart
political participation and have integrity to is the limited resource and various factor of
eksternal itself kesbangpol is geographical position separated by island, cultural of
politics exist in Bengkalis kabpaten, difference each;every district, economic factor and
storey;level education of society.

Keyword: Role Of Government, Political Participation, Smart and have Integrity.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu
OPD yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
kesatuan bangsa  dan politik serta
melaksanaan tugas lain yang diberikan
bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas
dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas
pokok diatas Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Partisipasi menjadi pilar utama dalam
menjunjung demokrasi disuatu negara, baik
dari masyarakatnya maupun dari stakeholder
nya. Peran masyarakat dalam negara
demokrasi sangat krusial dalam menentukan
arah kebijakan negara. Negara Yyang
mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM)
yang aktif serta kritis terhadap negara
merupakan salah satu contoh hidupnya
demokrasi dinegara tersebut. Sedangkan
pada tahap konsolidasi, masyarakat dianggap
berperan dalam upaya pembentukan
pemerintahan ~ yang  transparan  dan
bertanggungjawab kepada rakyat (good
governance) serta upaya untuk memastikan
bahwa demokrasi merupakan satu-satunya
aturan main yang berlaku (the only game in
town).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Visi
yaitu “Terwujudnya Kesatuan Bangsa yang
Kokoh dan Sitem Politik Demokratis yang
kondusif di Kabupaten Bengkalis”. Untuk
mewujudkan Visi sebagaimana tersebut
diatas, maka dirumuskan dalam beberapa
Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan ideologi,
wawasan kebangsaan dan
kewaspadaan nasional masyrakat.

Penjelasan : Mewujudkan Pembinaan
Ideologi Pancasila, melalui sosialisasi
revitalisasi nilai luhur Pancasila sebagai
dasar Negara, falsafah Negara, kepribadian,
pandangan hidup dan dasar pemersatu
bangsa dan sosialisasi wawasan kebangsaan
dan kewaspadaan nasional guna memperkuat
watak dan Kkarakter masyarakat guna
pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur

Pancasila dan menumbuhkan kembangkan

nasionalisme, cinta tanah air Indonesia,

persatuan dan kesatuan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

serta senantiasa waspada terhadap berbagai

gangguan dan ancaman terhadap keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mewujdkan Keserasian Penanganan
konflik dan ketahanan Masyarakat.

Penjelasan Mewujudkan
keserasian ~ penanganan  konflik  dan
ketahanan masyarakat melalui pembinaan
organisasi kemasyarakatan dalam rangka
menciptakan kondisi suasana yang kondusif
aman, damai, sejuk, menangani potensi
konflik yang timbul sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
memiliki ketahanan di bidang seni, budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi
melalui sosialisasi.

3. Mewujudkan partisipasi politik yang
cerdas dan berintegritas
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Penjelasan Mewujudkan
partisipasi  politik yang cerdas dan
berintegritas dimaksudkan  melalui
sosialisasi peraturan perundangan Pemilu,
koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan Umum vyang demokratis,
langsung, umum, jujur, adil, bebas, rahasia,
lancar, kondusif, aman, damai dan sejuk
serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam pencapaian Visi dan Misi
tersebut Badan Kesatuan bangsa dan Politik
sudah menetapkan target yang harus di capai
dalam setiap tahunnya. Target tersebut sudah
disusun dalam bentuk Rencana Strategis
(RenStra) yang berlaku kurun waktu 5 tahun.

Untuk  mewujudkan  partisipasi
Politik yang Cerdas dan berintegritas
berdasarkan RenStra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik tahun 2018 sudah
ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan kehidupan
berdemokrasi di daerah. Sasaran dari
tujuannya adalah meningkatnya kualitas
kehidupan politik masyarakat dengan
semakin  bijaknya ~masyarakat dalam
menggunakan hak politik dan hak sipilnya.

Setelah dibentuk Rencana Strategis,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus
membuat Rencana Kerja Pemerintah dalam
jangka waktu berlaku satu tahun. Rencana
Kerja Pemerinrah terseut berisi tentang
acuan kegaitan dalam mencapai target yang
sudah ditetapkan. Rencana program Kkerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
mewujudkan Partisipasi Politik yang cerdas
dan berintegritas adalah Program Pendidikan
Politik ~ Masyarakat.  Dari ~ program
pendidikan tersebut dibagi lagi beberapa
program untuk menyukseskan Pendidikan
Politik Masyarakat tersebut, diantaranya:

1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang
pendidikan politik masyarakat.
2. Rapat dan koordinasi tim verifikasi
persyaratan ~ administrasi  pengajuan
bantuan keuangan kepada partai politik.
Sosialisasi Undang-Undang partai politik.
Sosialisasi bantuan partai politik.
Monitoring Pemilu Gubernur Riau.
Sosialisasi kepada masyarakat pada
Pemilu Gubernur Riau.

o0 hsw

Berdasarkan  Rencana  Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
sudah menetapkan Indikator peningkatan
jumlah pemilih dalam 6 tahun, yaitu di mulai
dari tahun 2016 sampai 2021. Di tahun 2016
capaian peningkatan jumlah pemilih adalah
79%, di tahun 2017 yaitu 80%, di tahun 2018
yaitu 83%, di tahun 2019 yaitu 84%, di tahun
2020 yaitu 85%, di tahun 2021 yaitu 86%.

Dengan adanya indikator yang sudah
diterapkan diharapkan mampu menjaga
stabilitas perpolitikan yang ada di kabupaten
bengkalis. Bukan hanya itu saja, diharapkan
setelah program itu dilaksanakan dengan
baik, masyarakat mampu berpartisipasi
dengan baik. Selain itu juga, Badan Kesauan
Bangsa dan Politik harus mempunyai strategi
yang sangat matang. Menurut Swastha,
strategi adalah serangkaian rancangan besar
yang menggambarkan bagaimana sebuah
Instansi harus beroperasi untuk mencapai
tujuannya.

Untuk mewujudkan partisipasi yang
cerdas dan berintegritas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik harus gencar melakukan
sosialisasi dan pendidikan politik kepada
masyarakat setiap tahunnya. Sesuai yang
telah dimuat dalam media Halloriau.com
bahwasannya badan kesatuan bangsa da
politik telah melakukan sosialisi pada 8
kecamatan yang  ditujuakan  kepada
masyarakat maupun partai politik. Namun
ditahun 2018 tidak dilaksanakan lagi karena
keterbatasan anggaran.

Pada  tahun 2018  terdapat
pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilihan
kepala daerah tingkat satu. Namun
partisipasinya belum mencapai target yang
sudah ditetapkan. Bahkan pada pemilihan
Gubernur hanya mencapai 54,41% sangat
jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Rendahnya partisipasi politik
menandakan masih belum maksimalnya
dalam melaksanakan misi yang Kketiga
tersebut. salah satu faktornya adalah tidak
dilaksanakan pendidikan politik pada tahun
2018. Fenomena seperti ini seharusnya
menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi
stakeholder. Mereka harus membenahi diri
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mereka serta kelembagaan dan organisasi
politik yang ada agar lebih masif lagi
mensosialisasikan berbagai jenis program
yang sudah dibuat. Terutama kaum elite
yang berada ditingkat satu dan tingkat dua.

B. Rumusan Masalah
Dari fenomena tersebut, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Kesatuan
Bangsa dan  Politik  Kabupaten
Bengkalis Dalam Mewujudkan
Partisipasi Politik Yang cerdas dan
berintegritas ditahun 2018?

2. Apa yang Menjadi Faktor penghambat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam Mewujudkan Partisipasi yang
cerdas dan berinterigas ditahun 2018?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Peran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkalis dalam mewujudkan
partisipasi Politik yang Cerdas dan
Berintegritas tahun 2018

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang
menghambat  dalam  mewujudkan
partisipasi Politik yang Cerdas dan
Berintegritas tahun 2018

D. Kerangka Teori

1. Teori Peran Pemerintah

Peran Menurut Sondang P. Siagian,
ada lima Peran dari pemerintah, vyaitu
sebagai stabilisator, innovator, modernisator,
pelopor dan pelaksanaan sendiri, berikut
penjelasannya :

1. Pemerintah sebagai stabilisator

Peran Pemerintah dalam bidang
politik ialah menjamin bahwa dalam
kehidupan politik bangsa tidak terjadi
rongrongan, baik yang datang dari kekuatan
politik dalam negeri sendiri maupun yang
datang dari luar. Rongrongan politik yang
bersumber dari dalam negeri dapat berupa
pertentangan yang tidak henti-hentinya

antara berbagai kekuatan politik, apalagi
kalau didasarkan pada perbedaan-perbedaan
ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat
berupa timbulnya kekuatan oposisi yang
hanya mementingkan partainya sendiri,
meskipun hal itu dilakukan dengan
mengatasnamakan rakyat.rongrongan yang
bersumber dari dalam negeri dapat pula
berupa keinginan dan tindakan kelompok
ekstra tertentu yang ingin memaksakan
kehendaknya dengan mengabaikan
“peraturan permainan politik” yang telah
disepakati bersama.

2. Pemerintah sebagai innovator

Inovasi merupakan salah satu
“produk” dari kreativitas. Ditinjau dari segi
administrasi pembangunan, inovasi berarti
temuan baru, metode baru, sistem baru, dan
yang terpenting, cara berpikir baru. Dengan
demikian, dalam memainkan peranan selaku
inovator, pemerintah sebagai keseluruhan
harus menjadi sumber dari hal-hal baru.

3. Pemerintah sebagai modernisator

Setiap negara mempunyai tujuan agar
seluruh aspek dalam kehidupannya selalu
dapat mengikuti perkembangan zaman.
Untuk mewujudkannya diperlukan
pembangunan yang sistematik, pragmatis
dan berkelanjutan. Pemerintahlah yang
bertugas untuk “menggiring” masyarakat
kearah kehidupan yang modern.

4. Pemerintah sebagai pelopor

Pemerintah harus bersikap sebagai
pelopor dari berbagai aspek kehidupan
bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh
masyarakatnya. Dengan menjadi role model
bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan
kegiatan-kegiatan yang positif sehingga
ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak
pada kelancaran pembangunan nasional.
Dengan kata lain, selaku pelopor, aparatur
pemerintah harus menjadi panutan “role
model” bagi seluruh masyarakat.

5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri
Pembangunan memang bukan hanya
menjadi tanggung jawab dari pemerintah
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sendiri, namun juga menjadi tanggung jawab
nasional. Akan tetapi, dengan berbagai
pertibbangan,seperti keselamatan negara,
modal yang terbatas, keampuan yang masihh
belum memadai, karena tidak diminati oleh
masyarakat dan karena secara konstitusional
memang merupakan tugas pemerintah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi. Di
dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Bengkalis, khususnya di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam
Mewujudkan Partisipasi Politik Yang
Cerdas dan Berintegritas tahun 2018

Partisipasi politik yang merupakan
pengikutsertaan masyarakat dalam berbagai
kegiatan yang telah dibuat pemerintah.
Namun setelah ditetapkan  pemilihan
langsung, banyak oknum yang ingin merusak
citra pemilihan dengan berbagai cara, salah
satunya  Money  Politic.  Walaupun
pemerintah sudah membuat kebijakan dan
memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
Namun masih banyak pelaku yang berani
melanggar dengan cara sembunyi-sembunyi.

Melihat kejadian ini Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis
membuat terobosan baru untuk lima tahun
kedepannya yaitu dengan membuat misi
mewujudkan partisipasi politik yang cerdas
dan berintegritas. Misi tersebut diharapkan
mampu menjawab permasalahan yang terjadi
dibelakangan ini.

1. Peran Pemerintah Sebagai Pelopor
a. Optimalisasi Program Kerja

Tabel 2.1 : Program Kerja Tahun 2018

Tidak
Terlaksan
a

N Nama Terlaksan
0 | Program a

Penyuluha
n kepada
masyaraka
t tentang
pendidika
n Politik
masyaraka
t

Rapat dan
koordinasi
tim
verifikasi
persyarata
n
administra
Si
pengajuan
bantuan
keuangan
kepada
partai
politik

Sosialisasi
Undang-

3 | Undang \/
Partai
poltik

Sosialisali
Bantuan
partai
Politik

Monitorin
g Pemilu
Gubernur

Riau

Sosialisasi
Kepada
Masyaraka
6 |t pada \/
Pemilu
Gubernur
Riau

Sumber: Data Olahan Penulis

Dari tabel tersebut dapat diketahui
bahwasannya pada tahun 2018 tidak semua
program kerja dilaksanakan. Program yang
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terlaksana hanya tiga program dari enam

program. Program yang tidak terlaksana UE,G‘I JUML REALISASI
tersebut salah satunya adalah program utama PROG AH
dalam mewujudkan Misi tersebut vyaitu RAM/ | ANGG
program Penyuluhan kepada masyarakat N| KEGI | ARAN | Keuan
tentang pendidikan Politik masyarakat. o| ATAN | (Rp) gan Fisik
Tiga program yang terlaksana (Rp) | % | %
tersebut tidak semuanya menyangkut 1 2 3 4 > | 6
langsung dengan Masyarakat. Program yang Progra
langsung berkenaan dengan peningkatan m
partisipasi  politik yang cerdas dan Pendid | ;5095 | 3739 | oo
berintegritas adalah Monitoring Pemilu ikan 0300 | 3890 | g, | 100
Gubernur Riau dan Sosialisasi Kepada Politik 0
Masyarakat pada Pilkada Gubernur Riau. Masya
Untuk itu penulis akan menguraikan satu rakat
persatu program yang terlaksana yang 1 | Rapat
berkaitan langsung dengan Misi terwujdunya dan
partisipasi  politik yang cerdas dan Koordi
berintegritas. nasi
Tim
2. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Verifik
Sendiri asi
a. Penguatan Sumber Daya Persyar
1. Sumber Daya Manusia (ASN dan atan
Honorer) Admini | 58.751.| 58.40 | 99,
Untuk menjalankan tugas pokok dan strasi 600 | 1.600| 40 100
fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Pengaju
Politik Kabupaten Bengkalis didukung oleh an
40 orang Pegawai terdiri dari 37 orang PNS, Bantua
2 orang non PNS (K2) dan 1 orang Tenaga n
Akuntansi. Dari jumlah Sumber Daya Keuang
Manusia yang sebanyak 40 orang tersebut an
masih belum mampu menjalankan berbagai kepada
program yang sudah ditetapkan dengan Partai
maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya Politik
program yang harus dijalankan. Selain itu 2 | Monito
juga hanya terdapat beberapa orang saja yang i
mampu dan menguasai untuk melaksanakan L'Qr?n”u 111.13 1 66.76 | 60, | 44
program tersebut. Namun dengan jumlah Gubern 1.300 | 6.300 | 08
Sumber Daya Manusia yang belum memadai ur Riau
secara kuantitas. 3 | Sosialis
2. Sumber Daya Finansial asl
kepada
Tabel 2.2 Rincian Realisasi Anggaran masyar | ,cq s 248.7 99
Belanja Tidak Langsung Dan akat 7400 71.00 16 100
Belanja  Langsung  Pada pada ' 0
Program Pendidikan Politik Pemilu
Masyarakat Gubern
ur Riau
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Sumber: LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2018

Uraian Anggaran diatas
menunjukkan  bahwa anggaran  yang
berkaitan dengan Misi  Mewujudkan
Partisipasi  Politik yang Cerdas dan
Berintegritas belum mampu direalisasikan
semaksimal  mungkin  karena  hanya
menyentuh angka realisasi 88,84%, hanya
terdapat dua program yang memaksimalkan
anggaran yang sudah ditargetkan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana salah satu sumber daya
yang sangat penting dalam mencapai sebuah
tujuan. Dengan adanya sarana dan prasarana
yang baik dan lengkap bisa menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan terjadi. Badan
Kesatuan bangsa dan Politik sudah
mempunyai sarana dan prasarana yang baik.
Walaupun masih ada kekurangan beberapa
barang, namun pihak Badan sendiri sudah
bisa memaksimalkan barang yang ada untuk
menjalankan program kegiatan.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik
Yang Cerdas dan Berintegritas

1. Faktor Penghambat Internal
a. Terbatasnya sumber daya
personil yang memiliki keahlian.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
hanya memiliki Sumber daya Manusia
sebanyak 40 orang. Dari 40 tersebut hanya
terdapat 2 orang tenaga ahli dibidang
akuntan, sedangkan untuk bidang lainnya
hanya ada beberapa staf yang mendampingi.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berharap
ada pegawai tambahan yang mumpuni dalam
bidang yang ada. Bukan hanya yang sudah
mempunyai banyak pengalaman, namun
harus mampu mengkonsepkan strategi
maupun program untuk kemajuan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kedepannya.

Jika dilihat dari Pendidikan pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masih

ada pegawai Yyang hanya menempuh
pendidikan SMP sederajat dan masih banyak
yang tamat SMA sederajat. Seharusnya
badan Kesatuan Bangsa mengajukan
penambahan pegawai yang minimal tamatan
sarjana dengan jurusan yang sesuai dengan
bidang yang ada di Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik. Berikut ini adalah daftar pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan pendidikan yang ditempuh.

b. Kurangnya fasilitas sarana dan

prasarana  pendukung  yang
memadai.
Tidak bisa  dipungkiri  bahwasannya

Kabupaten Bengkalis semenisasi jalan belum
sampai menyentuh kedaerah terpencil.
Jikapun sudah ada, saat ini masih ada jalan-
jalan yang rusak karena termakan usia.
Selain itu, masih ada akses jalan yang masih
tahap pengerasan. Hal inilah yang dikelukan
oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik. ~Pihak Badan sendiri  belum
mempunyai  kendaraan  khusus  untuk
menempuh medan tersebut.

c. Belum optimalnya alokasi
anggaran pada APBD Kabupaten
Bengkalis.

Penerimaan anggaran masih kecil
dari pada anggaran yang diajukan oleh pihak
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan
minimnya dana yang diterima oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik banyak
menangguhkan  kegiatan yang sudah
direncanakan. Apalagi tahun 2018 adalah
tahun politik bagi daerah Kabupaten
Bengkalis. ~ Seharusnya  dana  yang
dikeluarkan harus maksimal demilancarnya
kegiatan. Karena Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik adalah Insansi pemerintahan
yang berperan sentral untuk memberi
pemahaman terhadap politik  kepada
Masyarakat.

2. Faktor Penghambat Ekaternal

a. Faktor Geografis dan demografis

Faktor geografis dan demografis
yang menyulitkan dalam penyelenggaraan
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pelayanan kepada masyarakat. Hal ini
dikarenakan Kabupaten Bengkalis tidak
berada disatu pulau yang utuh, melainkan
terpisah-pisah. Tentunya akan menyulitkan
dan memakan biaya yang cukup besar
apabila harus membuat program kegiatan.

b. Faktor Budaya Politik yang ada di
Kabupaten Bengkalis

Di Kabupaten Bengkalis sendiri,
Masyarakat yang mempunyai budaya politik
tipe partisipan masih sangat rendah. Mereka
masih banyak banyak melihat keuntungan
dalam jangka pendek. Karena kebanyakan
masyarakat berpikiran bahwasannya
walaupun pemimpin sudah berganti, namun
masyarakat tersebut tidak merasakan
dampak dari kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah.

c. Kesenjangan dan kecemburuan antar
Kecamatan

Jika dirinci luas wilayah menurut
kecamatan dan dibandingkan dengan luas
Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit
Batu merupakan kecamatan yang terluas
yaitu 1.946,41 km2 (23,16%) dan kecamatan
yang terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara
dengan luas 424,59 km2 (5,05%). Jarak
terjauh antara ibukota kecamatan dengan
ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota
Kecamatan Bathin Solapan vyaitu Desa
Sebangar dengan jarak lurus 106 km. Dan
jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis
adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu
desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan
Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning
dengan jarak lurus 15 km.

Selain setiap daerah  yang
mempunyai daerah yang luas dan jarak
kepusat ibukota Kabupaten Bengkalis yang
jauh, masih banyak sarana seperti jalan yang
masih sangat buruk. Seperti gambar dibawah
ini yang menunjjukkan beberapa kodisi jalan
yang ada dibeberapa tempat.

d. Angka Kemiskinan dan tingkat
pendidikan

Penduduk Kabupaten Bengkalis
berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018
sebanyak 566.228 jiwa yang terdiri atas
290.382 jiwa penduduk laki-laki dan
275.846 jiwa penduduk perempuan. Jumlah
penduduk yang tergolong ramai tersebut,
tentunya sangat mempunyai pengaruh yang
begitu besar dalam proses pembuatan
kebijakan. Dengan penduduk yang lebih dari
setengah juta tersebut tentunya tidak semua
mempunyai keadaan ekonomi yang baik.
Masih banyak yang dari mereka yang
berstatus miskin.

PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang dipaparkan pada bab
sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sudah melakukan berbagai upaya
dengan menjalankan perannya sebagai
instansi pemerintahan. Maka kesimpulan
mengenai Upaya Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bengkalis Dalam
Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas
dan Berintegritas Tahun 2018, yaitu sebagai
berikut:

1. Peran Pemerintah Selaku Pelopor.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dengan bergerak masif untuk menjalankan
berbagai kegiatan yang sudah direncanakan.
Program  yang  terealisasi  tersebut
diantaranya:

1. Monitoring Pemilu Gubernur Riau
2. Sosialisasi Kepada Masyarakat Pada

Pemilu Gubernur Riau

1. Peran Pemerintah Selaku Pelaksana
Sendiri

Peran sebagai pelaksana sendiri
adalah mengoptimalisasikan sumber daya
yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan
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Politik. Sumber daya tersebut adalah Sumber
Daya Manusia, Sumber Daya Finansial,
sarana dan prasarana. Walaupun sumber
daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dinilai masih kurang mumpuni,
namun Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik memaksimalkan Sumber Daya yang
ada untuk mencapai hasil yang maksimal.

Faktor-faktor yang menjadi
penghambat sangat banyak, baik dari internal
maupun ekternal Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik. Faktor penghambat internal
tersebut diantaranya:

1. Terbatasnya sumber daya yang memiliki
keahlian dibidang tertentu.
2. Minimnya sarana dan prasarana.
3. Belum optimalnya penyerapan
anggaran.
Faktor Eksternal, Yang terdiri dari Faktor
geografis dan demografis dan Letak
Bengkalis yang bersebelahan langsung
dengan Malaysia, Buadaya Politik yang
berada di Kabupaten Bengkalis,
Kecemburuan yang ada disetiap Kecamatan
dan faktor ekonomi dan tingkat pendidikan.

2. Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh
peneliti, maka saran yang akan diberikan
sebagai rekomendasi dari peneliti adalah:

1. Diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik melakukan Open Recruitment
untuk tenaga ahli dibidang yang sudah
ada. Hal ini diperlukan untuk membantu
dan  mempermudah  Kkinerja  dan
melaksanakan Program kerja di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri,
sehingga program kegiatan yang sudah
direncanakan perbidang bisa
dilaksanakan dengan maksimal. Open
Recruitment yang ditawarkan adalah
dengan mengguakan Merit  System.
Sistem ini dinilai cukup ampuh, karena
merekrut  manusia  sesuai  dengan
kemampuan yang dimilikinya.

2. Diharapkan juga untuk menambah sarana
dan  prasarana  penunjang  untuk

melaksanakan berbagai program kegiatan
yang akan dilaksankan di daerah
pedalaman. Hal ini tentunya untuk
efesiensi waktu dan anggaran serta
maksimal dalam bertugas.

. Dalam pembuatan Program kegiatan,

gunakanlah Management Teory. Dengan
menerapkan teori manajemen tersebut,
semua program bisa disusun dengan rapi
dengan mepertimbangkan kemampuan
sumber daya yang ada di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik. Dengan teori ini, bisa
meminimalisir kemungkinan-
kemungkinan buruk dalam menjalankan
program kegiatan. selain itu,untuk
program kegiatan, setiap tahunnya
munculkan program unggulan dengan
inovasi yang berbeda sebagai daya tarik
masyarakat.

. Bentuklah e-forum, saat ini akun sosial

media sudah banyak dimiliki oleh
masyarakat Bengkalis. Dengan e-forum
tersebut, bisa memudahkan untuk
menyampaikan berbagai masukan untuk
masyarakat Bengkalis. Dengan e-forum
tersebut, bisa menjadi solusi untuk
masyarakat yang ingin berkontribusi
namun kesehariannya disibukkan dengan
bekerja.

. Buatlah strategi khusus di setiap

tahunnya, karena satu strategi belum tentu
bisa digunakan ditahun berikutnya. Hal
ini dikarenakan kita tidak pernah tahu
kejadian-kejadian yang ada dimasa depan.
Perkembangan teknologi dan berbagai
temuan baru diberbagai bidang yang
tentunya akan mempenggaruhi pola pikir
masyarakat. Selain itu, sifat manusia yang
mudah jenih dengan pola yang sama harus
menjadi perhitungan juga.

. Libatkan Mahasiswa dan akademisi

dalam berbagai kegaitan yang dibuat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagai role model sabagai kaum terdidik.
Dengan memilih pemuda yang berprestasi
dibidang akademis, tentunya akan
membuka cakrawala berpikir masyarakat.
Selain itu, dengan keterlibatan mahasiswa
dan akademisi lebih memudahkan untuk
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menarik kaum muda untuk ikut
berpartisipasi.
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